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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

Manimbang : a, bahwa guna  meningkatkan ketertiban

Mengingat

NOMOR &5 TAHUN 1996

TENKTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN FPENDUDUK
DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

dan

kelancaran penyeienggaraan pendaftaran penduduk
dalam Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya,
perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989
yang telah diubah tiga kali dan terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 1883

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a konsideran menimbang ini dan sekaligus

sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri Nomor 1A Tahun 1895, perlu mengatur
ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dalam Ksrangka Sistem Informasi

Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan
manuangkan dalam Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 1868 Tahun 1950 tantang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/.Jawa 8arat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
gengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1853 tentang
Pengawasan Orang Asing ;

3. undang-undang Nomar 9 Ort. Tahun 1955 tentang
Kependudukan Qrang Asing

4. Undang-undang Nomor 12 Ort. Tahun 1857 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 19861 tentang

Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

-

a3

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tantang Pokok-

pakok Pemerintahan cdi Daerah ;



10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

i9.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok rapeagawaian ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang
Pemerintahan Dasa ;

Undang-undang Nomor &8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 9 Tahun 18982 tentang Keimi-
grasian ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1854
tentang Pendaftaran Orang Asing ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1854
tentang Pelaksanaan Orang Asing yang Raerada di
Indonesia ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah ;

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1877 tentang
Paendaftaran Penduduk ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun
1985 tentang Penyelenggaraan Pandaftaran
Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi
Manaiemen Kependudukan

Kaputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
1981 tentang dJangka Wakiu Berlakunya Kartu
Tanda Penduduk bagi Penduduk Berugsia 60 (enam
puluh) tahun Keatas ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
1892 tentang Pokok—-pokok Penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen Dapartemen Dalam Negeri

Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor B4 Tahun
1994 tentang Hentuk Peraturan Daersah dan
Peraturan DPaerah Perubahan

Keputussan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun
1995 tentang Spesifikasi RBlanko/Formulir/Buku
serta Sarana Penunjang lainnya vang
dipergunakan dalam Penyelenggaran Pendaftaran
Penduduk ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun

1995 tentang Prosedur dan Tatas Cara
Panyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam
Kerangka Sietem informasi Mana j eman

Kependudukan ;



Dangan

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun

1985 tentang Pedoman Fenyusunan Paraturan
Daerah tentang Penyelenggaran Pendaftaran
Panduduk dalam Kerangka Sistem Informasi
Manajsmen Kependudukan.

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 13 Tahun 1937 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

23. Peraturan D[Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 18 Tahun 1887 tentang
Pembentukar, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava ;

24. Peraturan Daerah Kotamadya Deerah Tingkatr II

Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pambentukan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat I! Sirahaya.

Persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya.

Manetapkan

-

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN {SIMDUK)} DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.

BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Pemarintah Daerah, adalah Pemarintah Kotamadya
Daesrah Tingkat Il Surabaya ;

b. walikotamadya Kepala Daerah, adalah Wwalikota-
madya Kepala Dasrah Tingkat 1! Surabaya ;

c. Dinas Pendaftaran Penduduk, adalah Dinas
Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya ;

d. Kecamatan, adalah lingkungan kerja perangkat
pamarintahan wilayah Kecamatan yang meliputi

beberapa Kelurahan ;



Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati

oleh sejumlah penduduk yang memepunyai
organisasi Pamerintahan terendah tangsung
dibawah Camat yang . tidak berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

Penyalenggaran  Pendaftaran Panduduk yang
merypakan bagian dalam kerangka Sistem Infor-
masi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan
aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan
penyajian informasi data peanduduk termasuk
penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tandsa
Pendugduk dan Surat-surat Katerangan
Kependugukan ;

Sistem Infarmasi Manajemen Képendudukan yang
merupakan bagian dari Sistem Informasi
mENajemen Depatrtemen Dalam Negerid adalah
rangkatan unsur-unsur dan kegiatan pangumpulan,
pengolahsan dan penyajian informasi
kapendudukan terpadu yang diperiukan dalam
mandukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama
Departemen Dalam Negeri dan Pemarintah Daerah ;

Penduduk adalah setiap orang, baik Wargm Negara
Repubtik Indonesia maupun Warga Negara Asin
yang bertempat tinggal tetap didalam wilaya
Negara Republik Indoensia dan telah memenuhi
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang
berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia
dengan izin tinggal terbatas/sementara ;

Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara
Republik 1Indonesia yang datang/masuk dalam
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya dengan
maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan
helajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi
penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara
Republik Indonesia yang datang/masuk datam
Kotamadya Daerah Tingkat 1II Surabaya dan
bermaksud menjadi penduduk tetap dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Keluarga adalah sakelompok orang yang mendiami
sebagian atau seluruh pangunan yang tinggal
bersama dan makan dari satu dapur vyang tidak
terbatas pada orang-orang yang mempunyai
hubungan darah saja atau seseonrang yang
mendiami sebaaian atau seluruh bangumnan yang
mengurus keparluan hidupnysa sandiri ;



Kepala Keluarga adalah @
1. ?rang yand bertempat tinggal dengan orang
ain baik mempunyai hubungan darah maupun
tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga

itu '

2. Orﬁhg yang bertempat tinggal seorang diri ;

3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan
ltain-Tain dimana bsherapa orang bartampat
tinggal bersama-sama

Anggota Keluarga adaldh mereka yang tercantum
dalam Kartu Keluarga vang secara kemasyarakatan
menjadi tanggung jawab Kepala keluarga ;

Nomor Induk Kependudukan yang salanjutnya
disingkat NIK adalah Nomor vyang dikeluarkan
oléh Pemarintah untuk seorang yang telah
didaftdr sebagai pernduduk :

Kartu Xeluarga yang selanjutnya disingkat KK
adalah Kariu yang memuat data Kepala Kéluvarga
dan semua Anggota Keluarga ;

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkit
KTP adalah Kartu sebagai bukt i difi
(legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah
Negara Republik Indchesia

Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat
data awal semua penduduk di masing-masing
Kelurahan :
Buku Mutasi Penduduk adalah huku yang memuat
catatan perubahan data setiap penduduk di
masing-masing Kelurahan;

Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk
keiuaran sebagai hasil dari kegiatan
penyelenggaraan nandaftaran penduduk vang
meliputi :

1. Surat Keterangan Kelahiran, adalah surat
bukt i adanya pelaporan tentang kelahiran ;

2. Surat Ketsrangan Lahir Mati, adalah surat
bukti adanya pelaporan lahir mati

3. Surat Ketarangan Kematian, adalah surat
bukti adanya laporan tentang kematian ;

4. 3Surat Keterangan Pindah, adalah surat bukti
adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/
alamat penduduk ;



8. Surat Keterangan Pandaftaran Penduduk Semen-—
tara {SKPPS), adalah surat bukti diri bagi
orang asing vyang berdiam sementara atau
tidak menetap dalam Kot amadya Daarah
Tingkat Il Surabaya ;

§. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap
{SKPPT) adalah surat bukti diri bagi orang
asing yang berdiam secara menetap dalam
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya;

7. Surat Keterangan Perubahan Status
Kéwarganegaraan { SKPEK) adalah surat bukti
diri . tentang perubahan status dari WNA
mehjadi WNIT}

8. Surat Keterangan Tempat  Tiriggal, adalah
surat bukti tenteng tempat tinggal bagi
brang. asihg yang bermakgud akan berdiam
SecHfa mernetap . d441am Kot amadya Daerah
Tihakat 11 Surabaya:

u. Mutas! Biodata adalsh perubahan datd akibat
gant 1 natha, parkawinan, ‘peFceraian,
pangahgkatah andk, tHindah dgamid; ganti
pekerjaan, tingkat pendidikan, pisgsh kartu
keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal !

v. Data Kependudukan adalah kumpulan elamen data
penduduk vyang terstruktur vang diperoleh dari
hasil pendaftaran penduduk.

BAR 1Y
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk tetap, penduduk sementarsa,
penduduk musiman dan calon penduduk berhak men-
dapatkan pelayanan penyalenggaraan pendaftaran
penduduk .,

Pasal 3

{1) Setiap penduduk tetap, penduduk sementara,
penduduk musiman dan calon penduduk yang
bertempat tinggal dalam Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya wajib wmendaftarkan diri
kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui
Kepala Kelurahan setempat untuk memperoleh KK,
XTP, SKPPS, SKPPT, SKPSK, KIPEM dan KCP ;



(2)

{1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal 1ini termasuk juga pelaporan setiap
mutasi biodata yang terjadi.

BAB 11I
NOMOR INDUK XEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4
Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;

NIK diberikan kepada seseorang seijak yang
bersangkutan didaftar sebagai penduduk di
wilavah Negara Republik Indonesia ;

NiX seorang penduduk beriaku seumur hidup dan
tidak dapat dipergunakan ocleh penduduk lain;

Pemberian NIK diiskukan daljam proses
pendaftaran kelahiran atau dalam proses
pendaftaran perubahan status kependudukan

NIK seseorang dicantumkan dalam setiap dokuman
kependudukan vyaitu pada KK, KTP, dan surat-
surat keterangan kependudukan.

BAB 1V
KARTU KELUARGA (KK)

Fasal §
Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK ;

Datam KK dicatat data Kepala Keluarga dan
semua anggota kealuargsa.

Pasal 6

KK ditanda tangani oleh Camat, dibuat dalam
rangkap 4 (empat} dan masing-masing diberikan
kepada

a. Kepala Keluarga {(lembar 1)

b. Camat (lambar I1I) ;

c. Kepala Kelurahan (lembar III) ;

d. Ketua RT {lembar 1IV);

Persyaratan untuk memperoleh KK adalah

a. Surat pengantar dari RT/RwW ;

b. KK yang lama atau KCP yang habis masa ber-
Yakunya ;

G. Akte perkawinan ;

d. Akte perceraian ;

e. Akte kelahiran ;



(1)

{2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Akte pengangkatan anak ;

Surat keterangan ganhti nama ;

SKPPT bagi penduduk WNA ;

Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA
Bukti Lunas Paiak Bangsa Asing.

e woI@O

BAR V
KARTL YANDS AEMNOUDUK (KTP)

Pasal 7

Setian penduduk yang telah berusia 17 tahun
atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP ;

Setiap penduduk hanya baleh memiliki satu KIP;

Dalam KTP Warga Negara Asing diberikam
keterangan WNA,

Pasal 8

KTP Dbertaku wuntuk 3 {(tiga) tahun dan dapat
diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru ;
Bagi penduduk WNI yang berusia 80 {enam puluh)
tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur
hidup :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini hanyva berlaku bagi WN1 yang
bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat
langsung  maupun tidak langsung dengan
Organisasi Terlarang

KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ind tidak berlaku lagi apabila yang
bersangkutan mengalami perubahan tempat
tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib
mengganti dengan KTP vang baru sssuaj dengan
tempat tinggal/domigilinya.

Pasal 9

KYE  ditanda tsangani oleh Camat satas hama
Walikotamadya Kepala Daerah ;

Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :
Surat pengantar dari RT/RW ;

KK '

. KCP yang telah habis masa berlakunya ;

Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm
sebanyak 4 (empat) lembar;

O om



@a. KTP vyang telah habis masa beriakunya bagi
parpanjangan KTP ;

f. KTP yang rusak untuk penggantian KTP vyang
rusak:

g. Surat keterangan dari Kepolisian untuk
penaggantian XTP yang hilang ;

BAR VI
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 10
(1) Setiap Orang Asing dalam Kotamadya
Daerah Tingkat 1II Surabaya yang memperoish
iZin tinggal terhatas/sementara waijib

mendafttarkan diri untuk memperoleh SKPPS ;

(2) Persyaratan untuk memperocleh SKPPS adalah
Surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan;
SKPPS 1 dan SKPPS 2 ;

Surat tanda melapor diri dari Kepolisian ;
KIM/KIMS dari Imigrasi ;

Dokumen kaimigrasian lainnya selain S8SKK
model A/B atau KITAP.

T QAODD
= = N ¥

Bagian Kedua
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
Tetap {(SKPPT)} dan Surat Keterangan Perubahan
Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pagal 11

{1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap daiam
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya
waijib mendattarkan diri untuk mamperoleh SKPRT

(2) Persyataran untuk mempseroleh SKPP adalah :
Surat pengantar dari RT/RW ;

Surat kesterangan pindah dan KK;

Surat tanda melapor diri dari Kepolisian
KITAP dari Imigrasi.

acgon

Pasal 12

(1) Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

dan telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri

untuk memperoleh SKPSK ;

7



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

- 10 -

Persyaratan untuk memperoieh SKPSK adalah

a. Surat pengantar dari RT/RW, Kelurahan dan
Kecamatan ;

Surat Keterangan Kewarganegaraan RI ;

Akte Kalghiran ;

KK dan KTP WNA;

- Bukti lunas Pajak Bangsa Asing ;

Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm
sebanyak 5 (1ima) lembar.

Bagian Ketdiga
Surat Keterangan Pindah Domisili
(SKPD)

Pasal 13

Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya

dan bermaksud pindah tempat tinggal baik

didalam maupun keluar Kot amadya

Daerah Tingkat II Surabaya wajib mendaftarkan

diri untuk memperoleh SKPD ;

Parsyaratan untuk memperoleh SKPD adalah
Surat PengantarRT/RwW ;
Dokumen KITAP dari Imigrasi ;
STMD ;

KK dan KTP:

Bukti Lunas Pajak Bangsa Asing;

SKKB dari Kepolisian;

AKte Perkawinan bagi yang berstatus kawin;
AKte Kalahiran;:

Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4xB8 c¢m
sebanyvak 2 (dua) lembar.

"

- LD OO0 T

Bagian Keempat
Burat Keterangan Ganti Nama

Pasal 14

Betiap orang asing yang telah barubah status
menjadi WNI dan barmaksud ganti nama wajib
untuk memperoleh Surat Keterangan Gahti Nama;

Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan

Ganti Nama adalah

a. 3urat Pengantar dari RT/RW, Kelurahan dan
Kecamatan ;

b. Surat keterangan kelakuan baik dari

Kepclisian

Akta Kelahiran ;

Akte Perkawinan;

KK dan KTP;

Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm

saebanyak & (lima) lembar.

O D



£1)
(2)

(3}

(4)

(1)

(2}

(3)

(4}

Bagian Kalima
Kartu Identitas Penduduk Musiman
{KIPEM}

Pasal 15
Setiap penduduk musiman wajib memiliki KIPEM;

KIPEM harus dimiliki selambat-Jlambatnva 14
(empat belas) hari seiak yang bersangkutan
berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat

11 Surabaya ;
KIPEM berlaku selama 1 (satu)} tahun dan dapat
diperpanjang

Persyaratan untuk memperoleh Kipem adalah :

a. Surat pengantar dari RT/RwW ;

b. KTP atau surat jalan dari daerah asal ;

¢. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 com
sebanyak 4 (ampat) lembar.

Bagian Keenam
Kartu Calon Penduduk (KCP)

Pagal 18
Setiap calon penduduk wajib memiiiki KCP ;

KCP diberikan bagi calon penduduk yang telah
herusia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah/pernah kawin;

KCP berlaku selsma 180 {(Seratus Delapan Puluh)
hari ;

Parsyaratan untuk memperpleh KCP adalah

a. Surat Keterangan dari RT/RW;

b. Surat Keterangan Findah dari tempat asal
yang diketahui oleh Lurah dan Camat

setempat ;

c. Surat Katerangan Kelakuan Baik dari
Kepolisian tempat asal, kecualid yang
bersangkutan berstatus sebagai Pegawai
Negeri:

d. Surat Jaminan Tempat Tinggal Tetap dari
Kepala Keluarga dengan kesaksian Kepala
Kelurahan:

e. SBurat Keterangan Jaminan Bekerja dari
tempat vang bersangkutan bekerja ;

f. Surat keterangan dari Pimpinan Perguruan
Tinggi/Sekolah tentang terdaftarnya yang
bhersangkutan sebagai mahasiswa/pelajar ;

g. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3x4 cm
sebanyak 4 (empat) lembar :

¥



(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

- 12 -

h. Rekaman pasport dan dokumen keimigrasian
lainnya bagi WNI pendatang baru dari luar
negeri

Kewajiban memiltiki KCP +tidak berlaku bagi

Pegawai Negeri besarta keluarganya yang pindah

kedalam Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabaya karena kedinasan.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Kelahiran
dan Surat Keterangan Lahir Mati

Fasal 17

Setiap keTahiran wajib dilaporkan kepada
Kapala Kelurahan setempat dalam jangka waktu
selambat-~lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal! kelashiran '

Pelaporan kelahiran vang melebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
Camat ;

Pelapaoran kelahiran sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk
penduduk dan diterbitkan surat keterangan
kelahiran oleh Camat serta dicatat dalam KX ;

Pasal 18

Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh)
bulan wusia kandungan wajib dilaporkan kepada
Kepala Kalurahan setempat ;

Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)  pasal ini diterbitkan surat
keterangan lahir mati.

pasal 19

Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan
ketahiran adalah : ' '
a. Surat pengantar dari RY/RW ;

KK _ _
KTP orang tua ;
Akte perkawinan ;
Surat keterangan kelahiran dari  dokter/
bidan ; I
Tanda lurnas Pajak Bangsa Asing ;
Surat Keterangan Tempat Tinggal (8SKYT) bagi
penduduk samentara

o oanor

@ -



(2} Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan

(1)

(2}

(1)

(2}

(3)

lehir mati adalah

a. Surat pengantar dari RT/RW ;

b. KK :

€., KTP orang tua ;

d. Akte perkawinan ;

e, Surat keterangan visum et repertum atay
surat keterangan lainnya dari dokter
Puskesmas/rumah sakit

f. Bukti lunas Pajak Bangsa Asing ;

g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SK77) bagi

penduduk sementara

Bagizan Kedelapan
Surat Keterangan Kematian

Pasal 20

setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala
Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambat-
nya 3 (tiga) hari kerja sejak hari kematian ;

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk
dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan
surat keterangan kematian yang ditanda tangani
cleh Camat dan dicatat dalam KK ;

Bagian Kesembhitan
Surat Keterangan Pindah

Pazal 21

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk
sementara wajib didaftarkan kepada Kepala
Kelurahan setempat ;
Parpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk
dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan
aurat keterangan pindah yang ditanda tangani
oleh Camat ;

Perpindahan penduduk WNI diatur sebagai
herikut

a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu
Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan
dalam Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava
diterbitkan surat keterangan pindah yang
ditanda tangani oleh Camat ditempat asal ;

b. Perpindahan Ukeluar dari Kotamadya Daerah
Tingkat II Surahaya diterbitkanr surat
keterangan pindah yang ditanda tangsni olsh
Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah;



(4)

(1)

(2)

_.14_..

Perpindahan penduduk WNI dalam lingkungan satu
Kelurahan hanva diperlukan perubahan alamat
tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat
keterangan pindah.

Bagian Kesepuluh
Surat Ketarangan Tempat Tinggal

Pasal 22

Setiap orang asing vyang berdiam sementara
dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
dan bermaksud berdiam secara menetap wajib
mandaftarkan giri untuk memperoleh Surat
Ketarangan Tempat Tinggal ;

Pargsyaratan untuk memperoieh Surat Keterangan
Tempat Tinggal adsalah

a. Surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan ;

SKPPE yang masih berlaku;

KITAP dati Kanter Imigrasi
STMD dari Kepolisian ;

Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm
sabanyak 4 (empat) Tembar ;

Bukti lunras Pajak Bangsa Asing.

-
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BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 23

Pengelalaan data kependudukan untuk

kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
dilaksana kan oleh aparat kependudukan ;

(1)

(2)

(1)

Pagal 24

Data kependudukan yang diperoleh dari hasil
penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara
fisik disimpan di KXantor Pengolahan Data
Elektronik FPemerintan Daerah

Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud
pada avat (1) pasal ini merngolah data
kependudukan untuk memenuhi kebutuhan instansi
Pemerintah dan pihak Swasta di Daerah.

Pasal 25

Kepala Xelurahan wajib melapurkan data hasil
pendaftaran penduduk di wilayahnya yang
disampaikan kepada Cemat setiap bulan dan
triwulan sekali ;



(2} Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran
penhduduk di wiltavahnya kepada Wwalikotamadya
Kepala Daerah setiap bulan dan triwulan sskali.

BAR VIl
TATA CAHA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pagsal 286

Tata cara penyelenggaraan pendaftaran
panduduk yang meiiputi tatadara pengajuan
pendaftaran/ pelaporan, penvelesaian serta bentuk
dan isi formuiir yang diperlukan dalam kerangka
pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh
walikotamadya Kepala Daerah

BAR IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 27

{1} Setiap pelayanan pendaftaran penduduk
dikenakan pembayaran retribusi ;

{(2) Besarnya retribusi terssebut pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan sebagai berikut

a. KK untuk
- WNI sebesar Rp. 1.500,00 ;
- WNA sebesar Rp. 3.000,00 ;

b. KTP untuk
-~ WNI sebesar Rp. 3.000.00 ;
- WNA sebesar Rp. 5.000,00 ;

SKPPS sebesar Rp., 10.000,00 ;

SKPPT sebesar Rp. 10.000,00 ;

SKPSK sebasar Rp. 10.000,00

RKPD sebesar Rp. 5.000,00

SKGN sebesar Rp. 5.000,00

KIPEM sebesar Rp. 1.000,00

KCP sebesar Rp. 3.0600,00

Surat Keterangan Kelahiran untuk

- WNI sebesat Rp. 500,00 ;

~ WNA sebesar Rp. 1.500.,00

k. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp.1.000,00
1. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebesar
Rp.5.004.00.

L B D o (o LS I T

Pasal 28

(1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
Peraturan ©Daerah 1ini harus dibayar lunas
sebelum pelayanan diberikan ;



(2)

(3)

(1)

(2}

(2)

- 1B -

Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran
Penduduk dibawah koordinasi Dinas Pendapatan
Dasrah ;

Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat
{1) pasal ini harus disetorkan ke Kas Dasarah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 2%

Barang siapa melanggar ketentuan daiam pasal
3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21 dan
22 Paraturan Daerah 1ini, dapat diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda sebanyak-banvaknya Rp. 50.000,00
{1ima puluh ribu rupiah} ;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

selaih pejabat penyidik umum vyang bartugas
menvidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud datam pasal 23
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Femerintah Daerah ;

Dalam melaksanakan +tugas penyidikan, para
peiabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini berwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksasan ;

¢. menvuruh berhenti seseorang tarsangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat

.
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g. mengambil sidik jari dan memotret
sesesorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;



g. mendatangkan orang anli vyang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat peturjuk dari penvidik bahwa tidak
terdapat cukup burti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umLim,
tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI1l
KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTY
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 31

KTP, KCP, SKPPS, SKPPT atau Kipem wajib
selalu dibawa olsh pemegang vang bersangkutan
setiap saat.

BAB XIII
PENGECUALIAN

Pasal 32

Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku
bagi anggota perwakilan negara asing dan anggota
organisasi internasional beserta keluarganya.

BAB X1Iv
FENGAWATSEAN

Pasal 33

Pengawasan atas palaksanaan Paeraturan
Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah sesuai dengan katentuan yang berlaku.

BAEB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berijakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi

a. Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat 1II
SUrabaya Nomor 1 Tahun 1888 yang ditstapkan
pada tanggal 16 Maret 13983 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kotamadva Daerah Tingkat
II Surabaya tanggal 5 Juli 1389 Nomor 5/B:



. Peraturan Dzevrah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabava Nomor 3 Tahun 1991 yang ditetapkan

targgal 31 Januars
Kotamadya Daarah Tingkat 17

{embaran [Daerah

dan diundangkan dalam

Surabaya tanggal 3 April 1891 Nomor 1/B;

¢. Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 5 Tahun 1883 vang ditetapkan

tanggai 30 Juni
Lembaran Daerah

dan  diundangkan dalam

Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabayva tanggal! 22 Pebriuari 19%4 Nomor 3/B.

Pasal

KK, KTP  dan

semua surat

keterangan

kependudukan vang telah ada tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya atau sampat

digantikan

dengan yanhg baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal as

Hal~hal yang belum dan atau belum cukup diatur
dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut
pelaksanaannya akan diatur Jebih JTanjut oleh
walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Dasrah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang danat mengetahuinya,
memarintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabavya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
nada tanggal 132 PEBRUARI 19986

DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

HARJGSO SOCEPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WAL TKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO



Gisahkan dangan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1936 Nomor 305/F Tahun

1896,

T

A.n. BUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. SO ENARUJO
Fembina Ut ama Muda
Nip. 510 040 479

Oiundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadva Dasrah
Tingkat Il Surabaya Seri B, pada tanggal 21 Juni 1996 Nomor
1/8.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya

ttd

ir. H. SOEHARJONO HS
FPembina
Nip. 510 040 218

Salinan sesuai dengan aslinya
A._n. Sgkretaris XKotamadya Daeragh
~ Tingkat II Surabaya

. ‘;‘M
MOH. F AR U Q, SH
_ Penata Tk.I
- Nip. 510 029 293



1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 139856

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DALAM KERANGKA STISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN (SIMDUK)} DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT1 SURABAYA

PENJELASAN UMUM -

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka
nelaksanaan Peraturan Menterdi Dalam Negeri Nomor 1A tahun
1895 tentang Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan {SIMDUK).

Paraturan Daerah 1ini menggantikan Peraturan Daerah

Kotamadya Paerah Tingkat II Surabaya Nomor. 1  Tahun 19893
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya yang itelah diubah sebanyak dua
kali yaitu dengan Peraturan Daarah Nomor 3 Tahun 13991 dan
FPeraturan Daerah Nomor & Tahun 1383.
Pasa dasarnva secara material tidak jauh berbada dengan
Peraturan dasrah Nombr 1 tahun 1389 derigan semua perubahannya
namun hal yang barsifat khusus adalah adanya ketentuan
tahtang Nomor Induk Kepandudukan (NIK) vang sekaldigus dengan
adanya ketentuan tentang NIK ini meriadakan ketentuan tentang
NOPPEN.

Dengan berlakunya Peraturan Caerah ini diharapkan akan
lebih meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dalam wilavah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabava.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 37 : cukup jelas.




